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ABSTRAK 
 
Sindi Ayu Anggraeni. 2019. E0015387. Peran Bank Indonesia dalam 
Mengawasi Peredaran Virtual Currency dan Penggunaannya sebagai Alat 
Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik. Penelitian Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran Bank Indonesia dalam 
mengawasi peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat 
pembayaran transaksi komersial elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 34 
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan 
Pemrosesan Transasksi Pembayaran, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank 
Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat 
preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui 
cyber media yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik 
primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia berjalan kurang efektif karena protokol virtual 
currency yang sama sekali tidak dapat dikontrol dan virtual currency merupakan 
teknologi yang bersifat pseudonymous serta tidak adanya aturan mengenai peredaran 
virtual currency maka dalam pelaksanaan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian 
hukum. 
 
Kata Kunci : Peran Bank Indonesia, Virtual Currency, Transaksi Komersial 
Elektronik. 
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ABSTRACT 
 
Sindi Ayu Anggraeni. 2019. E0015387. Problems in the Law of Circulating 
Virtual Currency and Its Use as a Tool for Payment of Electronic Commercial 
Transactions in the Legal System in Indonesia. Legal Research (Thesis). 
Faculty of Law. Sebelas Maret University. 
 
This study describes how the role of Bank Indonesia in overseeing the circulation 
of virtual currency and its use as a means of payment for electronic commercial 
transactions as regulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 
concerning Currency, Article 34 of Bank Indonesia Regulation No. 18/40 / PBI / 
2016 concerning the Implementation of Processing of Payment Transactions, and 
Article 8 paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation No. 19/12 / PBI / 2017 
concerning the Implementation of Financial Technology. This research is 
normative or doctrinal research with prescriptive and applied nature. The type of 
data used is secondary data with data collection techniques used are library 
studies and through cyber media which is done by collecting legal materials both 
primary and secondary. The results of the study show that the supervision carried 
out by Bank Indonesia runs ineffective because the virtual currency protocol 
which is totally uncontrollable and virtual currency is a pseudonymous 
technology and there are no rules regarding the circulation of virtual currency, so 
that the law creates legal uncertainty. 
 
Keywords: Role of Bank Indonesia, Virtual Currency, Electronic Commercial 
Transactions. 
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MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhan mu lah engkau berharap. 
 
( QS. Al-Insyirah : 6 – 8 ) 
 
Just finish what you started, not for the result but proof of commits. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi pada era globalisasi membawa dampak sangat 
nyata terhadap dunia e-commerce, khususnya pada sistem pembayaran dan alat 
pembayaran (Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, 2017: 1). Saat 
ini diperlukan sistem pembayaran yang cukup handal dan mudah digunakan bagi 
masyarakat modern. Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang 
mencakup pengaturan yang digunakan untuk penyampaian pembayaran melalui 
pertukaran nilai antar perorangan, lembaga keuangan baik secara domestik 
maupun global (Ferry Mulyanto, 2015: 19). Bank Indonesia selaku otoritas sistem 
pembayaran, membagi dua jenis instrumen sistem pembayaran yaitu tunai dan 
non-tunai. Instrumen pembayaran tunai berupa uang kertas sebagai alat transaksi 
pembayaran memiliki banyak sekali keterbatasan sehingga tidak lagi dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga, transaksi menggunakan alat 
pembayaran non-tunai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat 
modern. 
Bank Indonesia membagi lima jenis instrumen pembayaran non tunai yaitu 
kartu, cek bilyet giro, nota debet, nota kredit, dan uang elektronik. Tentunya dari 
kelima jenis instrumen pembayaran tersebut, uang elektronik menjadi pilihan 
utama yang paling dibutuhkan saat ini. Bank Indonesia mengkategorikan dua jenis 
produk uang elektronik yaitu chip based dan server based (Ferry Mulyanto, 2015: 
20). Selain itu, uang elektronik yang saat ini banyak beredar juga dikeluarkan oleh 
masing-masing lembaga penerbit menggunakan infrastruktur yang berbeda pula, 
sesuai dengan karakteristik dari konsumennya masing-masing. Kondisi ini 
menimbulkan dampak akan masalah kompatibilitas antar produk uang elektronik 
dari penerbit yang berbeda, sehingga cukup membingungkan masyarakat sebagai 
pengguna akhir untuk memilih produk uang elektronik mana yang 
menguntungkan dan uang elektronik mana yang akan dipakainya untuk memenuhi 
kebutuhannya dengan efektif. 
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Saat ini jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia sudah cukup 
banyak. Ada 20 (dua puluh) perusahaan penerbit uang elektronik dengan produk 
uang elektroknik yang beragam (Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto 
Hartono, 2017: 3). Salah satu uang elektronik yang berkembang baru-baru ini 
adalah uang virtual. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di 
masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai 
manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan e-commerce. Mata uang 
kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa 
agar dapat disimpan di dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan 
seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran 
dalam suatu transaksi komersial elektronik (Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, 
Darminto Hartono, 2017: 2). Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari 
bagaimana cara membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat 
disampaikan kepada penerima dalam keadaan aman dan cryptocurrency adalah 
nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk 
melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses 
pertukaran token digital secara tersebar (Dourado & Brito, 2014: 7). 
Cryptocurrency muncul sebagai jawaban atas kendala-kendala yang 
dihadapi sistem pembayaran saat ini dan sangat bergantung kepada pihak ketiga 
sebagai perusahaan penerbit produk alat pembayaran uang elektronik yang 
dipercaya untuk melakukan pengelolaan dalam transaksi digital seperti visa, 
mastercard, dan paypal. Kemunculan cryptocurrency diawali dengan adanya 
sebuah penemuan seperti halnya emas yang harus ditambang, cryptocurrency pun 
penemuannya dengan cara ditambang. Hasil dari tambang tersebut dapat 
ditukarkan dalam bentuk uang konvensional dengan mata uang sesuai negara 
masing-masing dimana cryptocurrency ditukarkan. Selain itu, hasil tambang 
cryptocurrency sering kali digunakan sebagai alat investasi layaknya saham dan 
emas, selain itu juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi komersial 
elektronik seperti digunakan dalam aplikasi game, aplikasi media sosial ataupun 
aplikasi lainnya. Hasil tambang tersebut tidak hanya menghasilkan satu jenis 
cryptocurrency, melainkan banyak jenis cryptocurrency yang ditemukan. 
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Sampai saat ini terdapat 1400 jenis cryptocurrency, diantaranya yang 
paling populer oleh masyarakat di Indonesia adalah Ripples, RonPaulCoin, 
Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin. Diantara 5 (lima) mata uang kripto tersebut, 
Bitcoin menguasai dominasi pasar dengan nilai kapilasisasi pasar sebesar $246 
miliar dengan harga $14,622.90  untuk 1 Bitcoin (BTC), sementara posisi kedua 
ditempati oleh Ethereum dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar $133 miliar 
dengan harga $1,373.95 untuk 1 Ethereum (ETH). Dominasi pasar yang dimiliki 
Bitcoin tersebut tidak terlepas dari kedudukan Bitcoin sebagai pionir dari mata 
uang kripto ini (http://coinmarketcap.com diakses pada 21 September 2018). Di 
Indonesia Bitcoin telah berkembang, berdasarkan keterangan salah satu Head 
Country pada perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman hingga 
penerimaan Bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) 
pengguna Bitcoin yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 
4.000.000.000,00 (empat miliyar rupiah) per hari di Indonesia. 
Seiring dengan perkembangan mata uang virtual di Indonesia, muncul 
pertanyaan tentang legitimasi dari mata uang virtual ini, karena ada sebagian 
negara yang melarang, sebagian negara mengijinkan, dan ada juga sebagian 
negara yang permisif (tidak dilarang dan tidak diijinkan). Contoh negara yang 
mengijinkan antara lain Jepang dan China. Negara yang melarang antara lain 
Bangladesh, Bolivia, Ekuador. Adapun negara yang permisif antara lain Inggris, 
Indonesia (Bambang Pratama, 2017: 17). Indonesia tergolong sebagai negara yang 
permisif, karena belum adanya pengaturan mengenai perderan mata uang virtual, 
sehingga diperlukan peraturan perbankan yang mencakupnya. Perbankan 
menempati kedudukan penting karena perbankan memiliki tujuan yang strategis 
dan tidak hanya berorientasi ekonomis, juga menyangkut stabilitas nasional yang 
mencakup stabilitas politik dan stabilitas sosial (Hermansyah, 2013: 20). Tujuan 
perbankan di Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti yang 
tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  
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Hukum perbankan di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Bank 
Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan  Peraturan Bank 
Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dua 
Peraturan tersebut menyebutkan dilarangnya penyelenggara jasa sistem 
pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial memproses transaksi 
komersial elektronik yang menggunakan virtual currency sebagai alat 
pembayaran di Indonesia. Virtual currency merupakan istilah yang digunakan 
Bank Indonesia dalam menyebut cryptocurrency. Tetapi, keberadaan dan 
peredaran dari virtual currency belum diatur atau bisa dikatakan tidak dilarang. 
Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan pernyataan: “Virtual currency bukan 
merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat 
dilarang untuk menggunakan virtual currency dalam transaksi komersial sebagai 
alat pembayaran”. Prakteknya keberadaan dan peredaran virtual currency tetap 
ada bahkan jumlah penggunanya dan transaksi pertukaran virtual currency terus 
meningkat hingga saat ini dan hal ini tidak menutup kemungkinan adanya resiko 
penyalahgunaan virtual currency salah satunya jika digunakan sebagai alat 
pembayaran transaksi komersial elektronik.  
Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa peraturan hukum yang jelas 
sangatlah penting dan mendesak karena dengan adanya norma hukum yang jelas 
maka berdampak pada pelaksanaan hukum yang dapat dilaksanakan dengan baik 
dan benar sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka dari itu penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum skripsi 
dengan judul, “Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Peredaran Virtual 
Currency dan Penggunaannya sebagai Alat Pembayaran Transaksi 
Komersial Elektronik”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran virtual 
currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial 
elektronik? 
2. Bagaimana politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual 
currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di 
Indonesia? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai solusi atau 
permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini memiliki dua macam tujuan, yaitu 
tujuan objektif dan tujuan subjektif. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran virtual 
currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi 
komersial elektronik. 
b. Mengetahui politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran 
virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik 
di Indonesia. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan Penulis dalam Hukum 
Perdata khususnya mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasi 
peredaran virtual currency. 
b. Melatih kemampuan penulis dalam mengaplikasikan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama belajar di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
c. Memenuhi persyaratan akademis guna meraih gelar Sarjana dalam Ilmu 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian akan bernilai apabila dapat memberikan manfaat baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan pada bidang ilmu hukum maupun bidang ilmu yang diteliti. Adapun 
manfaat yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada ilmu hukum khususnya dalam 
bidang Hukum Perdata. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur, dan 
informasi bagi penelitian yang sejenis pada tahap selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti oleh Penulis. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman, pengetahuan, 
dan pengalaman Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama 
belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terkait penelitian 
yang sejenis sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. 
 
E. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 
yang timbul. Maka dari itu, penelitian hukum merupakan kegiatan know how 
dalam ilmu hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memecahkan 
permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini 
dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ada, 
melakukan penalaran hukum yang dihadapi dan kemudian memberikan 
pemecahan atas permasalahan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). 
Tujuan dari penelitian hukum itu sendiri, yaitu untuk menghasilkan suatu 
argumentasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, maka 
diperlukan metode penelitian didalamnya.  
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Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut : 
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian 
hukum doktrinal atau normatif. Mengenai metode penelitian doktrinal atau 
normatif yang penulis gunakan, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, 
menurutnya semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) 
adalah selalu normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang 
digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). 
Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud 
Marzuki, kembali lagi kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum 
(legal research) berusaha menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan 
hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau 
larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) 
seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan 
hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Oleh karena 
itu pada penelitian yang hendak penulis teliti bukan memperoleh fakta 
empiris, tetapi kesesuaian yang hendak diteliti dengan nilai atau ketetapan 
aturan yang dijadikan referensi pada penelitian ini. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Peter 
Mahmud Marzuki dalam bukunya, menerangkan bahwa “ilmu hukum 
mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, 
yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 
aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.” (Peter 
Mahmud Marzuki, 2006: 22). 
Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk mencari pemecahan atas isu 
yang timbul, yaitu peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran virtual 
currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial 
elektronik. 
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3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi 
dari berbagai aspek terhadap permasalahan yang coba dikaji dan diteliti untuk 
dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) 
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) dengan menggunakan teori yang relevan dengan isu 
hukum yang dihadapi. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian hukum dikenal adanya sumber bahan hukum yang 
digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber 
penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber 
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, 
yaitu mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan, bahan hukum sekunder 
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, dan komentar-komentar atas 
putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Selain itu, untuk 
keperluan akademisi pun bahan non hukum dapat membantu untuk 
menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas 
isu hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 205-206). 
Pada penelitian yang penulis teliti kali ini menggunakan beberapa 
bahan hukum primer dan sekunder antara lain: 
a. Bahan Hukum Primer, meliputi: 
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a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia; 
c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik;  
d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 
e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran. 
f) Peraturan Bank Indoneisa Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 
Penyelenggaraan Teknologi Finasial 
g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 
Elektronik (electronic money); 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli, 
jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-
tulisan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan 
dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi 
dalam menyusun penelitian ini. 
 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi 
dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan 
bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan 
mempergunakan content analisys (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 21). 
Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan 
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mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, 
arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik. 
 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian hukum  ini  menggunakan teknik analisis bahan hukum 
yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Sebagaimana silogisme yang 
diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari 
pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua 
premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 89). 
Premis mayor dalam penulisan hukum ini adalah Undang-Undang 
Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sedangkan 
premis minor dalam penulisan hukum ini adalah peran Bank Indonesia dalam 
mengawasi peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat 
pembayaran transaksi komersial elektronik. Selanjutnya dari kedua premis 
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan atau conclusion untuk menjawab 
permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini. 
 
7. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran umum terhadap 
pemahaman mengenai pembahasan, menganalisis serta mendeskripsikan 
dengan jelas dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian yang 
penulis angkat ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan 
pustaka, pembahasan dan penutup. Sistematika penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut: 
BABI : PENDAHULUAN 
Pada bab ini Penulis akan menguraikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian 
hukum (skripsi). 
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BABII : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini Penulis akan memberikan landasan teori atau 
memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada 
bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum 
yang dianut secara universal mengenai persoalan yang sedang 
penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang 
virtual currency, tinjauan tentang alat pembayaran, tinjauan 
tentang transaksi komersial elektronik, tinjauan tentang 
perbankan di Indonesia, tinjauan tentang politik hukum, dan 
tinjauan tentang asas kepastian hukum. Selain itu bab ini juga 
menyajikan kerangka pemikiran untuk memberikan 
pemahaman mengenai alur berpikir penulis. 
BABIII : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini Penulis akan memuat hasil penelitian dan 
pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada 
yaitu peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran 
virtual currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran 
transaksi komersial elektronik dan politik hukum Bank 
Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai 
alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan 
dan saran yang didapat dari keseluruhan hasil permasalahan 
yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Virtual Currency 
a. Pengertian Virtual Currency 
Sebelum munculnya era digital seperti saat ini, alat pembayaran 
hanya berupa benda fisik baik itu perak, emas maupun uang kartal yang 
digunakan oleh masyarakat. Peranan uang kartal sendiri memiliki 3 (tiga) 
fungsi yaitu sebagai alat pembayaran, satuan unit, dan penyimpan nilai 
(Conway, 2014: 2). Berdasarkan kutipan jurnal yang dipaparkan oleh Joey 
Conway dengan judul “Beginners Guide to Cryptocurrencies” pada tahun 
1982, David Chaum dari University of California pertama kali 
menjelaskan mengenai sebuah ide tentang pembuatan metode pembayaran 
berbasis kriptografi dan dapat menjaga semua kerahasiaan data 
pemiliknya. David Chaum pada tahun 1990, membuat satu perusahaan 
yang diberi nama DigiCash, dengan produk utamanya ialah membuat alat 
pembayaran menggunakan electronic cash (e-cash) dan smart card.  
Virtual currency adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh 
pihak-pihak (selain otoritas moneter) yang diperoleh dengan cara 
pembelian, transfer pemberian (reward), atau mining (suatu proses 
mengahasilkan virtual currency baru, melibatkan rangkaian proses 
matematika yang cukup rumit). Uang digital dikeluarkan dan dikontrol 
oleh komunitas pengembangnya serta digunakan dan diterima oleh 
anggota komunitas virtual currency (FAQ Siaran Pers Bank Indonesia No. 
20/4/Dkom tentang Virtual Currency). Virtual currency secara sederhana 
disebut dengan mata uang cyber. Dikatakan sebagai mata uang cyber oleh 
karena mata uang virtual ini hanya beredar di ruangan cyber dan konsep 
dompet virtual (wallet) menjadi wajib diketahui dan dimiliki, yang mana 
dompet virtual ini dipegang oleh pemegang atau pemilik mata uang virtual 
ini (Bambang Pratama, 2017: 21). 
12 
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b. Asal Mula Virtual Currency 
Uang digital merupakan bentuk lain dari mata uang yang kita kenal 
selama ini. Perbedaan antara uang digital dengan uang konvensional 
terletak pada fleksibilitas dan aksesbilitas yang dimiliki uang digital tanpa 
batas. Hal ini disebabkan basis transaksi uang digital menggunakan sistem 
yang terhubung secara online dan tanpa harus mempertemukan orang yang 
melakukan transaksi. Perkembangan uang digital sendiri ini dimulai sejak 
tahun 1960. Saat itu perusahaan komputer raksasa IBM bekerjasama 
dengan American Airlines menciptakan suatu sistem yang disebut SABRE 
(Semi-Automatic Busines Research Environment) yang memungkinkan 
kantor American airlines untuk dipasangkan dengan terminal yang 
terhubung dengan jaringan telpon yang memungkinkan perusahaan 
mengecek secara langsung jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan 
secara digital membuat pesanan yang bisa dibayarkan menggunakan 
sistem kredit. 
Tahun 1970-an bank di amerika dan eropa telah menggunakan 
mainframe komputer untuk melakukan pelacakan transaksi antar cabang, 
sistem ini terbukti sukses melewati batasan internasional pertukaran kurs. 
Hingga pada tahun 1983, sebuah research paper yang dibuat oleh David 
Chaum memperkenalkan ide “uang digital”. David Lee Chaum adalah 
seorang ilmuwan komputer dan kriptografer, yang menciptakan protocol 
kriptografi dan menemukan Digicash (perusahaan uang digital). Digicash 
didirikan di Amsterdam untuk mengkomersialkan ide David, tetapi 
perusahaanya bangkrut pada tahun 1998. Pada tahun 2000, justru 
perusahaan Coca-Cola yang pertama menawarkan transaksi vending 
machine menggunakan mobile payments, setelah itu baru perusahaan 
layanan uang digital yang terkenal hingga saat ini PayPal muncul ke 
public. Kemudian tahun 2008 muncul kurs tersendiri dari uang digital 
yang dinamakan bitcoin. Dari sinilah muncul istilah virtual currency 
https://steemit.com/cryptocurrency/@kingmans/sejarah-terciptanya-uang-
 virtual-e-money-4125f87847aea diakses pada 17 Oktober 2018). 
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Dua konsep dasar yang terdapat dari cara memperoleh emas yang 
berupa menambang dan membeli merupakan konsep dasar yang juga 
digunakan oleh Satoshi Nakamoto dalam hal cara memperoleh virtual 
currency, yaitu:  
1) Mining (Menambang)  
Protokol utama virtual currency ialah tidak mengenal bank 
sentral dalam mengatur transaksi keuangannya. Protokol virtual 
currency berjalan di dalam sistem yang mengandalkan kontrol 
terdistribusi untuk melakukan verifikasi atas seluruh transaksi yang 
terjadi di dalam sistem.  Miners (penambang) virtual currency adalah 
orang-orang yang menggunakan komputer untuk melakukan kalkulasi 
dan menemukan block yang ada di dalam blockchain. Apabila 
blockchain tersebut sudah selesai diverifikasi oleh miners, maka 
protokol selanjutnya akan memberikan penghargaan berupa virtual 
currency kepada miners yang secara sukarela melakukan verifikasi. 
Konsep dari mining ini mengambil sedikit referensi dari teori Hal 
Finney yang dikembangkan oleh Nick Szabo yaitu teori untuk 
memahami sistem yang akurat dari proof-of-work terkait tujuan 
memproduksi alat pembayaran, dengan itu uang dapat diproduksi (hash 
digest) untuk dipertukarkan dan digunakan kembali.  
2) Mendapatkan Virtual Currency dari pihak lain  
Seseorang yang ingin mendapatkan virtual currency tanpa harus 
menambang, maka hal tersebut masih dapat dimungkinkan dengan cara 
mendapatkannya dari pihak lain yang memiliki virtual currency. Dalam 
perkembangannya, telah ada banyak situs-situs e-commerce yang 
merupakan tempat jual-beli virtual currency atau yang lebih dikenal 
dengan nama virtual currency market place. Virtual currency market 
place adalah suatu situs yang merupakan tempat jual-beli virtual 
currency. Di Indonesia, terdapat dua market place terbesar yang 
menjadi tempat jual-beli virtual currency, yaitu bitx.co/id dan 
bitcoin.co.id. 
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c. Jenis Pembayaran Virtual Currency 
1) Virtual currency dalam bentuk uang digital seperti uang yang 
digunakan pada aplikasi video game, telkomsel cash, XL tunai, 
Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. 
Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola 
oleh suatu lembaga maupun perusahaan (Conway, 2014 : 28); 
2) Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi atau 
dikenal dengan sebutan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi 
data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi 
tertentu. Untuk saat ini bitcoin menduduki peringkat pertama 
cryptocurrency yang telah banyak diterapkan dan digunakan secara 
luas, tetapi banyak jenis cryptocurrency lain yang sekarang 
bermunculan pengembangan dari protokol bitcoin dan sudah mulai 
tersebar secara luas (Ferry Mulyanto, 2015: 21). 
 
d. Skema Virtual Currency 
Terdapat tiga macam skema virtual currency, sebagai berikut (Aby 
Haryono, 2014: 37) : 
1) Skema Virtual Currency Tertutup 
Mata uang jenis ini merupakan bentuk mata uang yang hanya berlaku 
dalam komunitas atau sistem tertentu dan tidak dapat digunakan diluar 
komunitas atau sistem tersebut; 
2) Skema Virtual Currency Satu Arah 
Mata uang jenis ini merupakan mata uang yang didapatkan dengan 
menukarkan uang resmi seperti Rupiah ke bentuk mata uang virtual 
yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa virtual dan 
dalam hal tertentu dapat juga digunakan untuk membeli barang atau 
jasa di dunia nyata; 
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3) Skema Virtual Currency Dua Arah 
Skema ini pengguna dapat menjual dan membeli uang virtual sesuai 
dengan nilai tukar yang berlaku, pengguna dapat menggunakan uang 
virtualnya untuk membeli atau menjual produk virtual atau nyata. 
 
2. Tinjauan tentang Alat Pembayaran 
a. Pengertian Alat Pembayaran 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alat 
pembayaran yaitu alat atau sarana yang bisa digunakan dalam setiap 
aktivitas pembayaran berkaitan dengan pindahnya nilai uang antar 
kedua pihak pembeli dan penjual. Menurut definisi diatas maka alat 
pembayaran yang paling umum digunakan yaitu uang karena bersifat 
fleksibel dan mudah digunakan hingga saat ini. Seiring semakin maju 
dan pesat perkembangan zaman, alat pembayaran ikut mengalami 
revolusi secara signifikan dengan hadirnya alat pembayaran elektronik 
yang memungkinkan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli tanpa 
harus bertemu fisik secara langsung. 
Alat pembayaran dan sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia, sebagai berikut :  
“(1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank 
Indonesia berwenang :  
a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;  
b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 
menyampaikan laporan tentang kegiatannya;  
c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.  
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia”. 
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b. Jenis Alat Pembayaran 
1) Alat Pembayaran Non-Tunai 
Di Indonesia, instrumen pembayaran non-tunai disediakan 
terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri 
dari instrumen sebagai berikut (Okky Prayogi, Jurnal Sistem 
pembayaran dan alat pembayaran) : 
a) Alat Pembayaran Cek dan Bilyet Giro (BG) 
Cek adalah surat perintah yang tidak bersyarat untuk 
membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek.  Penarikan 
cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas tunjuk" dan 
merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan 
(negotiable paper). Sedangkan, Bilyet Giro (BG) adalah surat 
perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk 
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang 
bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan 
namanya.  
Cek dan Bilyet Giro (BG) merupakan alat pembayaran 
paling lama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Cek 
telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD), sementara Bilyet Giro pertama kali diatur tahun 1972 
dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penggunaan Cek dan BG 
untuk pembayaran umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam 
mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. 
b) Nota Debet 
Nota debet adalah warkat atau surat yang digunakan 
untuk menagih nasabah bank lain atau bank lain melalui kliring 
untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang 
menyampaikan warkat tersebut. Nota debet juga digunakan 
untuk keperluan transaksi antar kantor baik nota debet dengan 
surat maupun nota debet dengan telegram. Nota debet dengan 
surat atau dengan telegram disampaikan melalui Kantor Pos. 
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c) Nota Kredit 
Nota kredit adalah warkat atau surat yang digunakan 
untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada 
nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui kliring. Nota 
kredit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor 
baik nota kredit dengan surat maupun nota kredit dengan 
telegram. Nota kredit dengan surat atau dengan telegram 
disampaikan melalui Kantor Pos. Nota Kredit adalah warkat 
yang digunakan untuk membayar sejumlah dana pada bank lain 
atau nasabah yang menerima warkat tersebut. 
d) Kartu Kredit 
Kredit adalah kepercayaan, mendapat kredit berarti 
mendapat kepercayaan. Dalam dunia bisnis kredit adalah 
fasilitas yang disediakan oleh bank dimana seseorang atau badan 
usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya 
kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang 
menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga 
tagihan Prinsip kartu kredit adalah ”buy now pay later”, artinya 
pada saat transaksi kewajiban membayar pemegang kartu 
ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit, sedangkan 
pelunasannya dilakukan setelah jatuh tempo.  
e) Kartu ATM dan Kartu Debet  
Kartu Debet  dan kartu ATM adalah kartu khusus yang 
diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat 
digunakan untuk bertransaksi secara elektronis atas rekening 
tersebut. Apabila digunakan untuk bertransaksi dimesin ATM, 
maka kartu tersebut dikenal sebagai Kartu ATM. Namun apabila 
digunakan untuk transaksi pembayaran dan  pembelanjaan non-
tunai dengan  menggunakan mesin EDC (Electronic Data 
Capture), maka kartu tersebut dikenal sebagai Kartu Debet.  
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f) Alat Pembayaran Uang Elektronik 
Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran 
dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam 
media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan 
uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam 
media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan 
bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang 
tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai 
transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top-up). Media 
elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa 
chip atau server.  
Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran 
yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu 
kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, 
cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu 
kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti 
kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di 
minimarket, food court, atau parkir. Perkembangan uang 
elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif 
alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat 
yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem 
perbankan.  
Rupiah merupakan satu satunya mata uang yang diakui 
di indonesia dan wajib bagi seluruh warga negara indonesia 
untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan. 
Mata uang rupiah digunakan untuk segala jenis transaksi apapun 
di indonesia yang memerlukan alat pembayaran. Namun Bank 
Indonesia memberikan kebebasan bagi para pelaku bisnis untuk 
menggunakan mata uang lain selain rupiah yang hanya 
diperuntukkan dengan tujuan-tujuan khusus sesuai dengan 
peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  
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Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (electronic money) 
adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : 
(1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu 
oleh pemegang kepada penerbit;   
(2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media 
seperti server atau chip;  
(3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang 
bukan merupakan penerbit uang elektonik tersebut;  
(4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan 
dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai perbankan.   
Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang 
elektronik. Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang 
disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat 
dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran 
dan/atau transfer dana. Penerbit adalah Bank atau Lembaga 
Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik. 
2) Alat Pembayaran Tunai 
Alat pembayaran tunai memakai uang kartal, Uang kartal 
memainkan peran untuk transaksi bernilai kecil. Namun, diketahui 
bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisien. 
Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash 
handling)terbilangmahal(https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran
/diindonesia/sekilas/contens/defa ult.aspx diaksespada 1 
Oktober 2018). Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat 
diterima secara umum, alat tukar itu sendiri dapat berupa apapun 
selama dapat diterima secara umum atau masyarakat dalam proses 
pertukaran barang dan jasa (Paganelli, 2012: 41). 
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Awal kemunculan dimulai dari sistem barter dimana setiap 
orang melakukan transaksi tukar menukar barang dalam rangka 
memenuhi keperluan hidupnya, setelah era ini berakhir muncul era 
baru dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya yang 
menggunakan logam mulia yaitu berupa emas dan perak. Era ini 
dikenal sebagai era uang berbasis komoditas (commodity money) 
dimana sebuah barang dijadikan penopang yang biasanya 
berbasiskan logam mulia seperti emas dan perak.  Sedangkan 
menurut Ólafsson, Ísak Andri B dalam jurnal “Is Bitcoin money? An 
analysis from the Austrian school of economic thought” (Ólafsson 
& B, 2014: 57) Uang sendiri harus memiliki 3 fungsi utama yaitu :  
a) Sebagai alat tukar  
b) Sebagai alat satuan hitung  
c) Sebagai alat penyimpan nilai 
 
c. Unsur dan Syarat Alat Pembayaran  
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berbunyi :  
 “Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat 
aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan 
pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari 
suatu kegiatan ekonomi”.  
Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas 
Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran 
memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat 
meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang 
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lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian 
nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia. 
Sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur 
perbankan sehubungan dengan  pembayaran dan juga sistem transfer 
dana antar bank yang dipakai dalam proses  pembayaran.  
Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat 
tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat 
acceptability, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda 
tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh 
pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat 
tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (durability), 
mempunyai kualitas yang cenderung sama (uniformity), benda tersebut 
jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah 
dipalsukan  (scarity), bersifat portable atau mudah dibawa dan mudah 
dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus 
(stability) memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke 
waktu (Gatot Suparmono, 2014: 12). 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada 
Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: 
“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.  
Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
Pasal 11 disebutkan bahwa: 
“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang 
melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan 
penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah 
serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari 
peredaran”. 
Disimpulkan, suatu alat pembayaran dapat dikatakan legal 
dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Kebijakan/perangkat hukum  
Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, seperti Undang-Undang 
No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 
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2) Kelembagaan 
Dikeluarkan oleh Bank Sentral, perbankan, lembaga keuangan lain 
bukan bank, kantor pos, operator mobile phone, perusahaan lain; 
3) Alat Pembayaran  
Bentuk fisik paper-based & card-based; 
4) Mekanisme Operasional  
Sistem kliring & transfer dana via RTGS; 
5) Infrastruktur  
Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti 
jaringan komputer dan perangkat keras/lunak. 
Alat pembayaran dapat dikatakan legal dengan memenuhi syarat 
sebagai berikut (Andri Purnomo Januari, 2018: 38): 
1) Tidak mudah rusak; 
2) Mempunyai kualitas yang cenderung sama;  
3) Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; 
4) Tidak dapat dipalsukan; 
5) Mudah dibawa; 
6) Memiliki nilai yang stabil 
 
3. Tinjauan tentang Transaksi Komersial Elektronik 
a. Pengertian Transaksi Komersial Elektronik 
Transaksi komersial elektronik (e-commerce) merupakan salah 
satu bentuk bisnis modern yang bersifat non-face dan non-sign (tanpa 
tatapan muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial 
elektronik memiliki beberapa ciri khusus, bahwa transaksi ini bersifat 
paperless (tanpa dokumen tertulis), borderless (tanpa batas geografis), 
dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. 
Transaksi komersial elektroik mengacu kepada semua bentuk transaksi 
komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan tranmisi data 
melalui media elektronik yang berlaku internasional (Sylvia Christina 
Aswin, 2006: 21). 
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Hal serupa dikemukakan oleh UNCITRAL  (United Nations 
Commission on International Trade Law, Model Law on Electrnic 
Commerce, 1998) yang mendefinisikan e-commerce sebagai: 
“Electronis commerce, which inovolves the use of alternatives 
to paper-based methods of communication and storage of 
informatoion”. 
 
Ridwan Khairandy, mendefinisikan e-commerce sebagai 
berikut: “The practice of buying and selling goods and services 
through online consumer services on the internet. The e-commerce a 
shortened form of electronic, has become a popular prefix for other 
terms associated with electronic transaction” (Ridwan Khairandy. 
2001: 57). 
Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik 
adalah transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan 
dengan cara pertukaran informasi/ data menggunakan alternatif selain 
media tertulis, yang dimaksud media alternatif di sini adalah media 
elektronik, khususnya internet (Andrew Coulson, 1999 : 58). Selain 
itu, Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
menyebutkan: “Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang 
dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik 
lainnya”. 
Dari berbagai definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan 
yaitu: terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih, ada pertukaran 
barang dan jasa, serta menggunakan internet sebagai media utama 
untuk melakukan transaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi 
komersial elektronik merupakan hubungan hukum berupa pertukaran 
barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip 
dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan 
pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana 
para pihak tidak perlu bertatap muka fisik. 
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b. Jenis Transaksi Komersial Elektronik 
Secara garis besar jenis transaksi komersial elektronik dibagi 
menjadi lima (Roberto Aaron, 1999: 47), yaitu : 
a) Business to Bussines (B2B), transaksi B2B merupakan transasksi 
dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu 
perusahaan; 
b) Business to Customer (B2C), transaksi B2C merupakan transaksi 
antara perusahaan dengan konsumen/ individu. Transaksi B2C 
meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui 
internet; 
c) Customer to Customer (C2C), transaksi C2C merupakan transaksi 
dimana individu saling menjual barang satu sama lain; 
d) Customer to Business (C2B), transaksi C2B merupakan transaksi 
yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan; 
e) Customer to Government (C2G), transaksi C2G merupakan 
transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan 
pemerintah. 
Pembagian jenis transaksi komersial elektronik (e-
commerce) tersebut si atas hampir sama dengan pembagian 
menurut Efraim Turban yang membagi transaksi komersial 
elektronik menjadi (Hasanuddin Rahman, 2003: 51) : Business to 
Business (B2B);Business to Consumer (B2C); Consumer to 
Consumer (C2C);Consumer to Business (C2B); Nonbusiness e-
commerce; Intrabusiness organizational e-commerce. 
 
c. Peraturan Transaksi Elektronik 
Pengaturan teknologi informasi dan komunikasi di era 
globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena 
menghadirkan suatu dunia tanpa bata, jarak waktu, ruang, dan waktu, 
yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. 
Teknologi Informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan 
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dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telat memasuki berbagai 
sektor kehidupan baik sektor bisnis perbankan, pendidikan kesehatan, 
dan kehidupan pribadi (Siswanto, 2009: 39). 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus 
diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada 
seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di 
dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan 
penyalahgunaan teknologi. 
Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi, yang 
merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan 
manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 
mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. 
Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus 
dikembangi untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan 
dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan 
demi kepentingan nasional (Siswanto, 2009: 40). 
 
4. Tinjauan tentang Hukum Perbankan di Indonesia 
Apabila kita menelusuri sejarah dari teminologi “bank”, kita 
temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa itali “banca”, yang 
berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman 
pertengahan, pihak bankir itali yang memberikan pinjaman-pinjaman 
melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di 
halaman pasar (Abdurrachman, A. 1991: 80). 
Perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai 
suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan 
yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, 
mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata 
uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda 
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berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahan (Abdurrachman, A. 
1991: 80). 
Bank menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat, sehingga kegiatan bank tidak terlepas dari 
peran masyarakat sebagai nasabahnya. Usaha bank dijalankan dengan 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana pada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk kegiatan lainnya (Herlina, 
2010: 140).Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga perbankan adalah 
suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari 
masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari 
masyarakat, tentu suatu bank tidak mampu menjalankan kegiatan 
usahanya dengan baik (Hermansyah, 2013: 144). Kepercayaan 
masyarakat merupakan kunci utama bagi perkembangan suatu bank, 
sehingga bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan 
kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya 
masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional agar memperoleh 
kepercayaan masyarakat (Hermansyah, 2013: 19). 
Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Muhammad 
Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan 
hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi 
segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta 
hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Adapun Munir 
Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah 
hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 
doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah 
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-
rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-
petugasnya, ,hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak 
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yang tersangkut dengan bisnis perbankan, dan lain-lain yang 
berkenaan dengan dunia perbankan. (Hermansyah, 2013: 39). 
Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi : 
“Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian 
jumlah uang beredar dan/atau suku bunga”. 
 
Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berbunyi :  
“Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. 
Dasar hukum beroperasinya lembaga perbankan nasional jika 
diurutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan adalah sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33); 
2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 
4) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia; 
6) KUH Perdata; 
7) KUH Dagang; 
8) Peraturan Pemerintah; 
9) Peraturan Presiden; 
10) Peraturan lain yang berhubungan dengan perbankan. 
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5. Tinjauan tentang Asas Kepastian Hukum 
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 
pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-
undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman 
bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-
aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 
aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2008: 158) 
Menurut utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu 
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa 
keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintanh karena 
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui 
apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 
individu (Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 1999: 23) 
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 
didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang 
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu 
diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 
aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Achmad Ali, 
2002: 82-83). 
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B. KERANGKA BERPIKIR 
 
Kerangka Pemikiran menggambarkan logika hukum untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Kerangka Pemikiran/berpikir disajikan dalam bentuk 
bagan atau skema dengan kalimat penjelasan. Kerangka pemikiran dalam 
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
Tunai Non-Tunai 
Alat Pembayaran 
Virtual Currency 
Transaksi Komersial Elektronik 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 
 
Perlindungan Pengawasan Pengaturan 
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Keterangan : 
 
Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur penulis dalam 
menganalisis, menjabarkan dan meneliti permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini.  Perkembangan teknologi di era globalisasi semakin pesat terlihat 
salah satunya pada mudahnya melakukan transaksi menggunakan media online 
atau disebut transaksi komersial elektronik. Transaksi komersial elektronik 
dilakukan dengan sistem pembayaran yang mudah dapat dilakukan melalui 
konvensional menggunakan alat pembayaran tunai maupun transfer menggunakan 
alat pembayaran non-tunai. 
Alat pembayaran non-tunai sedang ramai saat ini yaitu virtual currency. 
Virtual currency merupakan mata uang virtual yang mempunyai nilai yang 
sangkat fluktuatif dan berpotensi merugikan para penggunanya. Selain itu, virtual 
currency bukan merupakan mata uang rupiah sehingga menurut Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, virtual 
currency tidak sah dan tidak diakui jika digunakan sebagai alat pembayaran 
transaksi komersial elektronik di Indonesia.  
Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki wewenang dalam membuat 
kebijakan dan melakukan tindakan dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan 
virtual currency, dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 
18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran 
dan Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 
Teknologi Finasial, tetapi langkah yang dilakukan Bank Indonesia menimbulkan 
pertanyaan, karena dalam dua Peraturan Bank Indonesia tersebut hanya mengatur 
mengenai virtual currency sebagai alat pembayaran atau kegunaannya untuk 
melakukan transaksi, dan mengenai peredaran virtual currency belum tercakup di 
dalamnya. Maka bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran 
virtual currency yang bebas agar tidak gunakan sebagai alat pembayaran transaksi 
komersial elektronik. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian terhadap Peredaran Virtual Currency dan Penggunaannya 
sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik 
 
Alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam transaksi komersial 
elektronik memiliki banyak sekali keragaman istilah seperti digital currency, 
digital money, digital cash, virtual currency, virtual money, virtual cash, e-money, 
e-cash, cryptocurrency. Tidak adanya standarisasi istilah ini mengakibatkan 
banyak kesalahpahaman dalam mengartikannya. Namun, pada dasarnya dapat 
ditarik kesimpulan yang mendasar berkaitan dengan pemahaman mengenai 
konsep dari uang elektronik, pertama uang elektronik yang memiliki karakteristik 
sebagai akses terhadap rekening di bank maupun penyedia layanan pihak ketiga, 
layanan uang elektronik yang demikian dikenal sebagai access product, 
sedangkan uang elektronik yang memiliki karakteristik sebagai store value, jenis 
dari uang elektronik store value seperti layaknya uang kartal atau uang yang 
digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Informasi saldo tersimpan secara langsung 
didalam sebuah kartu chip, sehingga tidak diperlukan akses secara online ke 
penyedia layanan untuk melakukan otentikasi data, otentikasi hanya di level 
terminal pembaca saja. 
 
Tabel 1. Perbedaan Alat Pembayaran Elektronik 
No. Media Akses Alat Baca Jenis 
1. Kartu Debit/ Kredit/ 
ATM 
Server 
based 
Mesin 
ATM/ECD 
Access 
Product 
2. Uang elektronik 
(Flazz, Brizzi, E-
Money) 
Chip 
based 
Terminal 
Reader 
Store 
Value 
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a. Uang elektronik akses produk (access product)  
Jenis uang elektronik ini sudah lama digunakan yaitu seperti kartu 
ATM/Debit/Kredit, internet banking, sms banking. Jenis uang 
elektronik ini mensyaratkan penggunanya untuk membuka rekening 
tabungan terlebih dahulu dan menyimpan sejumlah dana di tabungan 
tersebut atau menyimpan sejumlah uang pada penyedia layanan uang 
elektronik non-bank (penyedia layanan selular) untuk dilakukan 
konversi menjadi sebuah nilai elektronik dengan identifikasi nomor 
selular calon penggunanya. Selain itu pihak penjual pun perlu 
menyiapkan perangkat baca (EDC) yang terhubung secara online, 
karena perlu dilakukan verifikasi data nasabah pemegang kartu 
tersebut. Setiap informasi transaksi, tidak disimpan didalam kartu 
nasabah. Akses informasi tersebut disimpan di database penyedia dan 
nasabah diberikan akses untuk mengetahui jumlah saldo yang dimiliki 
melalui portal online penyedia.  
b. Uang elektronik tersimpan (stored value)  
Uang elektronik yaitu jumlah uang kartal yang dimiliki oleh 
nasabah, nilai uangnya disimpan pada salah satu penerbit (bank) dalam 
bentuk digital menggunakan sebuah media elektronik. Untuk media 
elektronik informasi tersimpan dalam bentuk chip. Bentuk uang 
elektronik tersimpan tergolong lebih mudah, karena tidak diperlukan 
akses secara online untuk melakukan validasi data dan pengecekan 
saldo. Disatu sisi transaksi jadi lebih cepat, karena tidak diperlukan 
sebuah akses terminal yang terkoneksi secara online keserver bank 
untuk melakukan authentication, namun di sisi lain uang elektronik 
jenis ini sangat rentan terhadap tindak pencurian karena tidak 
dilindungi dengan password dan pengamanan standar lainnya.  
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Uang elektronik memiliki banyak keunggulan terutama dalam hal 
kecepatan akses, untuk melakukan transaksi komersial elektronik (e-commerce) 
waktu yang diperlukan tidak lebih dari 2-5 detik dalam kondisi normal. Kondisi 
ini tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat modern yang dulunya 
terbiasa menggunakan uang tunai berupa kertas dan logam, mengingat untuk 
melakukan setiap transaksi pembelanjaan baik secara langsung ataupun melalui 
media elektronik, perlu menyediakan uang kartal dengan pecahan kecil yang tentu 
saja akan sangat menyulitkan. Faktor keamanan dari jenis uang elektronik ini 
hanya mengandalkan enkripsi data standar untuk melindungi informasi yang 
tersimpan di dalam chip maupun server dan pengamanan bagi pemegang kartu 
agar tidak mudah jatuh ke tangan orang lain. 
Protokol virtual currency adalah seperangkat peraturan atau standar yang 
ditetapkan oleh virtual currency di dalam sistemnya. Pada dasarnya, protokol 
yang ada di dalam virtual currency bertujuan untuk memecahkan dua masalah 
pokok, yaitu menghilangkan peran otoritas sentral protokol virtual currency tidak 
menggunakan bantuan manusia, sehingga kemungkinan-kemungkinan human 
error yang dapat ditimbulkan dari tindakan manusia dapat diminimalisir atau 
bahkan dapat dikatakan tereliminasi. Protokol yang digunakan di dalam virtual 
currency sepenuhnya didasarkan kepada logaritma. Sebagaimana diketahui bahwa 
logaritma berdasar pada matematika, sehingga hitungan-hitungan yang ada dalam 
protokol virtual currency adalah pasti dan tidak ada kemungkinan atas human 
error. Mendistribusikan sejumlah dana. Virtual currency merupakan mata uang 
virtual yang baru, oleh karena itu protokol virtual currency mengatur mengenai 
pendistribusian sejumlah dana ini. Pendistribusian virtual currency ini 
menggunakan konsep dari half-life rules, yaitu bahwa distribusi dari jumlah awal 
akan dikurangi setengah setelah jangka waktu tertentu. Hal inilah yang 
menyebabkan virtual currency menjadi sebuah limited supply atau persediaan 
yang terbatas. Konsep half liferules digunakan karena nilai komoditi virtual 
currency akan terus berkurang sama seperti emas. 
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Unsur-unsur virtual currency adalah jaringan peer-to-peer, buku besar 
umum (global ledger) atau neraca (balance sheet) yang disebut blockchain, dan 
miners. Jaringan peer-to-peer dalam virtual currency memperbolehkan pengguna 
virtual currency mentransfer sejumlah dana atau melakukan transaksi  ke 
pengguna lainnya dalam bentuk virtual currency. Transaksi yang telah dilakukan 
tersebut kemudian dicatat dalam sebuah blok. Blok-blok ini kemudiaan terjalin 
satu dan yang lainnya sehingga membentuk rantai blok, yang disebut blockchain, 
dan miners bertugas untuk memecahkan rumus alogaritma matematika untuk 
memverifikasi suatu dan transaksi dan membuktikan kepemilikan virtual 
currency. Setiap transaksi yang terjadi di blockchain akan diverifikasi oleh miners 
dan sebagai feedback atas tindakan miners tersebut protokol virtual currency akan 
memberikan sejumlah virtual currency kepada miners tersebut yang dikeluarkan 
setiap 12 menit yang mana hal tersebut ditetapkan oleh protokol virtual currency. 
Untuk dapat menggunakan virtual currency sebelumnya pengguna harus 
mengunduh virtual wallet (dompet virtual) yang bisa didapatkan dari sumber 
tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak 
(software wallet), mobile wallet (dompet telepon genggam) dan web wallet 
(dompet web). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut terletak pada dimana virtual 
currency itu disimpan. 
Meningkatnya penggunaan virtual currency sebagaimana telah dijelaskan 
di atas tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki virtual currency 
yaitu: tidak ada intervensi dari pihak ketiga atau tidak ada otoritas yang 
mengontrol, transaksi cepat dan murah, tidak ada pajak, tidak ada resiko charge-
back, memiliki risiko yang sangat minim terhadap inflasi, tidak dapat dipalsukan, 
virtual currency sebagai alat investasi dan komoditas perdagangan. Transaksi 
virtual currency bersifat pseudonymous yang artinya jika pemilik atau pengguna 
virtual currency dapat tidak memperlihatkan identitasnya jika dikehendakinya. 
Terlepas keunggulan yang dimiliki virtual currency, sebagai suatu sistem virtual 
currency juga memiliki kekurangan-kekurangan yaitu: virtual currency masih 
belum banyak dikenal oleh masyarakat global, nilai virtual currency yang bersifat 
fluktuatif tidak adanya lembaga jaminan atas bitcoin dan perlindungan hukum 
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terhadap pengguna virtual currency, Virtual currency menggunakan teknologi 
internet untuk menunjang keberlangsungannya, Virtual currency merupakan mata 
uang virtual yang masih berkembang kedudukan virtual currency di Indonesia 
tidak memenuhi syarat alat pembayaran secara undang-undang, sebagaimana 
diketahui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah. 
Selain itu, virtual currency tidak memenuhi unsur-unsur uang elektronik sesuai 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (e-
money). 
 
B. Pembahasan tentang Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Peredaran 
Virtual Currency dan Penggunaannya sebagai Alat Pembayaran Transaksi 
Komersial Elektronik 
 
1. Peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran virtual currency dan 
penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik 
 
Bank Indonesia sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran dan menjaga 
stabilitas sistem keuangan menerbitkan 2 (dua) Peraturan Bank Indonesia 
yang melarang penggunaan virtual currency dalam pemrosesan transaksi 
pembayaran di Indonesia yang merujuk pada Undang – Undang Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagai berikut : 
a. Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang : 
1) Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan virtual 
currency; 
2) menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan 
informasi transaksi pembayaran; dan/atau; 
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3) memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan 
nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran. 
Implikasi : Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses 
menggunakan virtual currency dapat dikenakan sanksi teguran, denda, 
sampai pencabutan izin.  
b. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang 
Penyelenggaraan Teknologi Finasial 
Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 
Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang menggunakan melakukan 
kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. 
Implikasi : Penyelenggara Teknologi Finansial yang menggunakan virtual 
currency dapat dihapus dari tanda Bank. 
 
Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia diatas melarang 
penggunaan virtual currency dalam pemrosesan transaksi pembayaran, dapat 
diartikan bahwa virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah 
jika digunakan di Indonesia. Virtual currency juga bukan merupakan mata 
uang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan 
oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang yang dikeluarkan oleh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah Rupiah. Selanjutnya, Pasal 21 
ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, setiap transaksi mempunyai 
tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, 
atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Dengan demikian, virtual 
currency tidak diakui sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran 
di Indonesia. Tetapi dalam peraturan mengenai virtual currency hanya 
sebatas melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran 
transaksi komersial elektronik di Indonesia, sehingga bebasnya beberapa 
perusahaan berdiri yang bergerak dalam perdagangan yang memperjual-
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belikan virtual currency dan sebagai tempat jasa tukar virtual currency di 
Indonesia maka peredaran virtual currency di Indonesia terdorong dan 
semakin meningkat. Lalu apakah dengan diterbitkannya 2 (dua) Peraturan 
Bank Indonesia yang melarang penggunaan virtual currency sebagai alat 
pembayaran dapat dinilai efektif. 
Efektifitas hukum selalu berbicara tentang efektif atau tidak 
pelaksanaan hukum, tetapi jika dalam hukum atau pengaturannya terdapat 
ketidakpastian hukum pastilah menimbulkan masalah dalam pelaksanaan 
hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 
pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-
norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang 
yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 
menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 158). 
Berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen 
tersebut diatas, penulis membagi menjadi 3 (tiga) unsur : 
a. Hukum adalah sistem norma 
Norma adalah pernyataan yang menekan aspek seharusnya atau das 
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 
dilakukan atau das sein. 
Sistem norma yang seharusnya atau das sollen yaitu dilarangnya 
penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi 
finansial memproses transaksi komersial elektronik yang menggunakan 
virtual currency sebagai alat pembayarannya, dan selaraskan dengan 
tindakan yang harus dilakukan atau das sein. Data dari Bank Indonesia 
diperoleh ada beberapa perusahaan e-commerce yang menerima virtual 
currency sebagai salah satu opsi dalam metode pembayarannya di 
Indonesia, terdapat sekitar 37 perusahaan di Indonesia, diantaranya ialah 
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RepublikHost, NameCheap, Cinta Bahasa Indonesia Language School, 
BaliExpedition, Gopulsa.id, UangKuno.net, dan beberapa situs lainnya. 
Hal ini membuktikan Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan 
sebagai otoritas di bidang Moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem 
pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, 
perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang 
dan pendanaan terorisme, sulit melakukan kontrol atau pengawasan yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia terobos sehingga ada beberapa perusahaan 
yang menerima virtual currency sebagai salah satu opsi dalam metode 
pembayarannya. Bank Indonesia sudah menerbitkan surat peringatan 
terhadap perusahaan-perusahaaan tersebut. 
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif, 
badan deliberatif disini termasuk badan legislatif, badan administratif, 
dewan direksi, maupun anggota organisasi. Bank Indonesia selaku Bank 
Sentral dan sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan 
dan sistem pembayaran. Dalam hal ini benar dan berhak membuat dan 
memberlakukan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran dan Peraturan Bank 
Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi 
Finasial yang dalam pembahasan ini mengatur mengenai larangan 
penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial 
elektronik, dan benar jika 2 (dua) peraturan tersebut dibuat berdasarkan 
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, salah satu bunyi 
pasalnya sebagai berikut, “Bank Indonesia berwenang menetapkan 
macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, 
dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah”, bunyi 
Pasal 19. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia, bunyi pasalnya yaitu Pasal 2 sebagai berikut: 
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“(1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan 
singkatan Rp.  
(2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara 
Republik Indonesia.  
(3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan 
pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika 
dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan 
uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank 
Indonesia.  
(4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik 
Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang 
penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi 
kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3).  
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 
keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud 
pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang 
telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan 
Bank Indonesia”. 
 
b. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi 
pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 
Dari pengaturan mengenai virtual currency di Indonesia, terlihat 
jika aturan-aturan diatas tidak bersifat umum. Aturan-aturan dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun dalam 
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan 
Pemrosesan Transasksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 
19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial tidak 
menyebutkan sifat umum dari virtual currency, dalam penggunaan istilah 
penyebutan virtual currency memiliki keragaman yaitu digital currency, 
digital money, digital cash, virtual currency, virtual money, virtual cash, 
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e-money, e-cash, cryptocurrency. Tidak adanya standarisasi istilah 
mengakibatkan banyak kesalahanan dalam mengartikan. Jenis virtual 
currencyhingga saat ini yang beredar di Indonesia mencapai 1400, dengan 
tidak adanya penjelasan mengenai jenis virtual currency, maka dapat 
menimbulkan ketidakjelasan dalam masyarakat. 
Pengaturan diatas jika dicermati dengan betul, Bank Indonesia 
melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran dalam 
transaksi komersial elektronik tetapi tidak mengatur mengenai keberadaan 
atau perederang virtual currency. Jika tidak adanya aturan dapat diartikan 
sesuatu tidak dilarang dan diperbolehkan tetapi tidak ada payung hukum 
bagi penggunanya. Sejalan dengan tidak adanya pengaturan terhadap 
status keberadaan atau peredaran virtual currency. Maka Bank Indonesia 
akan semakin sulit untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan virtual 
currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik, 
mengingat bahwa tidak adanya standarisasi istilah dan banyaknya jenis 
virtual currency serta keberadaan virtual currency yang semakin tinggi 
persedarannya sehingga diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah 
dengan perusahaan penyedia jasa tukar, jual-beli virtual currency yang 
ada di Indonesia untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal. 
 
c. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 
kepastian. 
Pengaturan virtual currency yang melarang penggunaan virtual 
currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik sulit 
untuk mendapat pengawasan dan kontrol dari pemerintah maupun Bank 
Indonesia, karena pengaturan mengenai keberadaan atau peredarannya 
belum diatur dapat diartikan boleh atau tidak dilarang. Pada dasarnya 
protokol virtual currency memang memungkinkan suatu transaksi bersifat 
pseudonymous artinya bahwa para pelaku transaksi bisa saja untuk tidak 
menunjukan identitasnya kepada publik bila pelaku transaksi tersebut 
tidak menghendakinya, namun dengan memberikan pengakuan terhadap 
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penggunaan virtual currency maka dimungkinkan adanya kerjasama 
antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa virtual 
currency untuk melakukan kontrol terhadap pengguna virtual currency. 
Sejalan dengan pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan 
spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak 
terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang 
mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif 
sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan 
digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, 
sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan 
masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada 
seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan 
virtual currency. 
 
2. Politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual 
currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di 
Indonesia 
 
Politik Hukum Bank Indonesia dalam mencegah peredaran virtual 
currency agar tidak gunakan sebagai alat pembayaran transaksi komersial 
elektronik di Indonesia dikaitkan dengan teori Politik Hukum menurut Satjipto 
Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk 
mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat 
yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu 
(Satjipto Rahardjo, 1991: 352-353) :  
a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 
Bank Indonesia memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan 
yang diterbitkan mengenai virtual currency, yaitu : 
1) Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan 
berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi 
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finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk 
akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. 
2) Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan 
dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, 
stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, 
lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
nasional yang berkelanjutan dan inklusif. 
3) Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan 
berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial 
technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, 
termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, 
penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan 
pemrosesan transaksi pembayaran. 
4) Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran 
perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, 
aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap 
penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan 
yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-
hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap 
memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan 
perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional. 
5) Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri 
sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia  perlu mendorong 
peran pelaku domestik antara lain melalui penataan struktur 
kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran. 
6) Pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran 
dalam ketentuan saat ini, perlu terus dilengkapi dan dirumuskan 
secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman 
yang semakin jelas kepada  penyelenggara jasa sistem pembayaran 
dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada 
masyarakat. 
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b. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai 
dalam mencapai tujuan tersebut; 
Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk 
bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang 
digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang 
dikeluarkan oleh Negara Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai 
tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan 
uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia wajib 
menggunakan Rupiah. 
Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem 
pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem 
pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, 
penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, 
penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan 
penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga 
Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual 
currency, sebagaimana diatur dalam  PBI 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 
19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 
 
c. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;  
PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 
Pembayaran berlaku sejak  9 November 2016 dan dalam PBI 
19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial berlaku 
sejak 30 November 2017. Peengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan 
dimulai saat berlakunya dua (2) peratura tersebut dan perlunya peran 
Bank Indonesia dalam hal pengawasan tentang terlaksananya aturan 
tersebut karena sifat dari virtual currency, sebagai berikut: 
1) Virtual currency bukan merupakan mata uang; 
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2) nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko 
bubble; 
3) tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor 
resmi; 
4) tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual 
currency; 
5) rendahnya perlindungan konsumen. 
 
d. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk 
membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara 
untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. 
Bank Indonesia melakukan pengawasan, selaku Bank Sentral 
Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status virtual 
currency di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom pada 6 
Februari 2014 dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait 
Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat 
pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan 
virtual currency ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna virtual 
currency yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung 
oleh Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang 
Elektronik (e-money) yang mana virtual currency juga tidak memenuhi 
unsur-unsur sebagai uang elektronik. Maka tidak adanya perlindungan 
hukum yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pemilik maupun 
pengguna dari virtual currency merupakan salah satu cara pengawasan 
dan tindakan preventif untuk mengingatkan kepada masyarakat 
modern agar tidak menggunakan, memperjual-belikan virtual currency 
karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan di Indonesia. 
 
 
 
46 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 
Menjawab rumusan masalah dan berdasarkan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran virtual currency 
dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial 
elektronik bahwa berdasarkan Teori Kelsen mengenai norma adalah 
hukum dan pelaksanaan hukum tersebut menimbulkan kepastian 
hukum, menurut Penulis peraturan mengenai virtual currency dalam 
Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran, dan Pasal 8 
Ayat (2) Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang 
Penyelenggaraan Teknologi Finasial yang merujuk pada Pasal 21 Ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sulit 
dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia mengenai terlaksananya 
peraturan tersebut karena protokol virtual currency yang sama sekali 
tidak dapat dikontrol, serta nilai fluktuatif virtual currency dipandang 
sebagai dua alasan utama mengapa Indonesia menyatakan penggunaan 
virtual currency adalah ilegal, namun yang perlu digaris bawahi adalah 
kendatipun dinyatakan ilegal, penggunaan virtual currency sebagai alat 
pembayaran dalam setiap transaksi di negara termasuk Indonesia 
masih dapat dimungkinkan, karena sebagaimana diketahui bahwa 
virtual currency merupakan teknologi yang bersifat pseudonymous dan 
tidak adanya aturan mengenai peredaran virtual currency maka dalam 
pelaksanaan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. 
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b. Politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual 
currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di 
Indonesia yaitu dengan langkah-langkah yang dilakukan Bank 
Indonesia sesuai dengan teori Satjipto Rahardjo. Implikasi yang dapat 
ditimbulkan adalah terkait nilai dari virtual currency itu sendiri. Nilai 
virtual currency ditentukan sendiri oleh pasar, oleh karena itu sikap 
Bank Indonesia terhadap virtual currency termasuk salah satu 
sentimen yang dapat mempengaruhi nilai virtual currency, sehingga 
implikasi dari adanya pengaturan mengenai penggunaan virtual 
currency sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di 
Indonesia juga secara langsung mempengaruhi nilai virtual currency 
pada pasar global. 
 
2. Saran 
a. Agar dalam pelaksanaan norma hukum dapat menimbulkan kepastian 
hukum, Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang mempunyai 
wewenang terhadap pengaturan virtual currency. Bank Indonesia telah 
menyatakan virtual currency adalah alat pembayaran ilegal dalam 
Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran, dan Pasal 8 
Ayat (2) Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang 
Penyelenggaraan Teknologi Finasial, maka upaya yang tepat adalah 
Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia 
untuk menutup dan mencabut izin usaha dari perusahaan-perusahaan 
penyedia jasa pertukaran jual-beli virtual currency di Indonesia, 
dengan cara itu maka pengguna virtual currency akan kesulitan untuk 
mendapatkan virtual currency. Penutupan atau pencabutan usaha 
tersebut juga berdampak pada tidak adanya perusahaan e-commerce 
yang berbasis di Indonesia yang menggunakan virtual currency 
sebagai salah satu opsi pembayaran.  
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b. Langkah Bank Indonesia menolak eksistensi dan tidak menerima 
virtual currency sebagai alat pembayaran yang sah, maka 
menyebabkan nilai virtual currency akan terus mengalami penurunan, 
langkah ini akan lebih efektif dengan menggandeng negara-negara 
berkembang untuk melakukan langkah yang sama sebagaimana 
diketahui bahwa nilai virtual currency ditentukan dari sentiment-
sentimen tertentu, salah satunya adalah ketertarikan publik (public 
interest) dan kepercayaan publik (public trust) terhadap virtual 
currency sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi 
komersial.  
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